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KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.02.02/1/33471/2020

TENTANG
PEDOM AN PENDAM PINGAN ATAS PENGADAAN BARANG DAN
JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Menimbang : a. bahwa dalams rangka melaksanakan
Instruksi | Presiden Republik Indonesia
Nomor & #wTahun 2020 tentang
Refocussing , Realokasi Anggaran, serta
Pepgadidn Barang dan Jasa dalam
RangkaPercepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)
di perlukan pengawasan Inspektorat
Jenderal Agar pelaksanaannya
transparan dan akuntabel;

h. bahwa dalam rangka memastikan
pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa dalam rangka percepatan
penanganan COVID-19secara
transparan dan akuntabel, dipandang
perlu dilakukan Pengawasan Intern.

e, bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Keputusan
Inspektur Jenderal Kementerian
Kesehatan Rl tentang  Pedoman

\ A Pengaciasn Bararg Dun Jos 8 Dalam A ey s Percapstn Persmgaan COVD- 10 I




Mengngat

gadoon Buroang

Pengawasan Iniern Pen
Percepatan

dan Jasa Dalam Rangka
Penanganan covip-19 di  Lingkungan

Kementeran Kese hatan RIL.

g-undang Nomarl7 Tahun 2003,

Lndan
(Lembaran

tentang KeuanganNegara
Negara Republik indonesia Tahun 2003

Naomor 47);

Undang-undang Nomor Nﬂ 2004
tentang Perbenda Negara
(Lembaran Negara Re k Indonesia

Republik Indonesia
ar 66);

tentang Penyelenggaraan
ggulangan Bencana (Lembaran
ra Republik Indonesia Tahun 2008

omor 42};
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2008 tentang Pendanaan Dan

Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43);

peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraal

Penanggulangan Bencana Dalam
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1),

12,

kheondnn Tevlentu {(lamisiran Nepgara
Repuldike Tndenesin Tahun 2018 Nomor
SEIF

e ron b Lo Badan Nasianal
Penonpgeulmpan Beneann R Nomor 024
Tahun 2018 lentang Penpeuinaan Dana
Sinp Pakmi (Bernts Nepoara  Republik
lndonesin Talhiun 2018 Nomor 382);
Peraturom lembapn o Kebijakan
Penpndoan Barang clrve Jasa
Pemerintnh Nomor 43 Zahun 2018
tentang Pengadaan Barang dan Jasa
dalam  Penangaman _Kcadhan Darurat
[Beritn Negora Republik  Indonesia
Tahun ;ll}lﬂt'ﬂqmni' T‘Evﬁl:

Peraturnn Megles Kesehatan Rl Nomor
b4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Hmuu Kemeniernan Kesehatan
(Berfiae -;Hi:grm Republik  Indonesia
Tahi’.t:; 2015 Nomor 1508);

;'l"?'t:'rﬂturnn Menterd Keuangan Rl Nomor
M3/PMK.05/2019 tentang Perubahan
atas  Pernturan Menten Keuangan
105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan
Beneana  (Berita Negera  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501);
Peraturan Kepala BPKP Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum
Pengawasan Intermm  atas  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
Gy,

Surat Edaran Kepala Lembaga
Kebijnkan Pengadaan Barang dan Jasa
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Pemerintoly Nogor 53 Taboan 20040
Ler g Peeriges Levsadnin P laike stniin
Penpgodiion Boarong e Jonn Dl
Rangkn  Penonpanan Corena Ve,
Disease 20109 (COVID- 19);

14,  Sural Edarnn Kepsila BPKP Nomor S5
6K/ D2/2020 tentung Toly Carg Kevy
alech APIP stus Pengdonn Barang o
dalam Ranpka Percepoatan Penangiinon
Corona Viruses Diseise-201%

15. Surat Edaran Komisi® Pamberantasan
Korupsi Rl Nomor 8 Tuhun 2020
tentang  Pengdflfiaan " Peloksaneon
Angparan  Pemgdhuim  Boranpg/Joss
Dalam RagikarPerepatan Penanganan
Corona [ Virus Pl'émus-:: 2019 [COVID
19jtetkaitederian  Pencegahan Tindak

Pidana Kurupsi.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan 1 WKEPUTUSAN  INSPEKTUR  JENDERAL
KEMENT ERIAN KESEHATAN RI

REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PEDOMAN PENDAMPIN GAN ATAS

PENGADAAN BARANG DAN JASADALAM

RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KESATU . Pedoman  Pendampingan  Pengadoan

Barang dan Jasa dalam  rangka

Percepatan Penanganan Corona  Virus

Disease 2019  (COVID-19psebagaimana

tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian tidak terpisah dar Keputusan ini;

. Pedoman  Pendampingan  sebagaimand
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada ke hadirat Allah SWT, karena atas
rahmat-Nya, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI dapat
menyelesaikan dan menerbitkan Pedoman Pengawasan Inten atas

Pengadaan Barang/ Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan
Covid-19

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-81felah diferbitkan
Instruksi Presiden MNomor 4 Tahun 2020, yangh@alah satunya
mengatur  tentang Pengadaan BarangMdasa dalam rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease@018 (COVID-19),

Untuk memastikan pelaksanaan Penqddaap’ Barang/ Jasa dalam
rangka Percepatan Penanganap Covid-19 telah sesuai ketentuan,
dipandang peru untuk melaklkar'pengawasan. Terkalt hal tersebut
maka diperukan Peddfan., Perigasawan Intem Pengadaan
Barang/Jasa dalam ranigka P&mepatan Penanganan Covid-19.

Fedoman ini mﬂn.ﬁiﬁkan:-ﬁalah satu acuan yang dapat digunakan
bagl para Audilondi lingkungan Kementerian Kesehatan Rl dalam
rangka Pengasawan Intern Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka
Percepatan Pendnganan Covid-16.

Melalul, pedoman ini diharapkan dapat memberikan andil untuk
meningkatkan profesionalisme para Auditor Inspektorat Jenderal
Kementerian Kesehatan Rl Selanjutnya para Auditor hendaknya juga
membaca dan memahami peraturan-peraturan lain yang terkail
dengan Pengasawan Intem Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka
Percepatan Penanganan Cowd-19.

Saya memberikan apresiasi kepada Tim Penyusun atas selesainya
penyusunan pedoman pengawan inl, dengan harapan semoga akan

nBarang Dan Jasa Dal am Rarg ka Porcepaten Pemngesn COVID-19 Vil



memberikan sumbangsih dan berdampak signifikan bagl peningkatan
mutu para auditor dalam melakukan pengawasarn.

Pedoman ini disadar masih jauh dan sempurna, pleh karena ilu
masukan dan saran sangat diharapkan, Akhir kata, dengan terbitinya
Pedoman Ini diharapkan seluruh tim audit dapat bekerja maksimal
dengan tetap menjaga integritas dan mempertahankan standar
profesi sebagai auditor intern pemerintah yang ter percaya.

Semoga Allah SWT senantiasa merdhol kita semus, Amin.

Jakana, Agustus 2020
Inspektur Jenderal

L

drg. Murti Uthmi, MPH
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomar 4 Tahun 2020 lentang
Refocussing Kegiatan, Healokasi Anggaran, serta Pengadaan
Barang/Jasa dalam rangka Percepatan penanganan Ogrona Vinis
Disease 2019 (COVID-18), diperukar langkah-langké@heepal, tepal,
fakus, terpadu, dan sinergi anlar Kemenlerian/ L embag@/Pemernintah
Daerah.

lembaga Kebijakan Pengadaan Baséng dan/Jasa Pemerintah
(LKPP) juga telah menerbitkan Supal Eddran Kepala LKPP Nomor 3
Tahun 2020 tentang Penjelasan atas\Pengadaan Barang/Jasa
dalam rangka Penanganan Cerona Virus Disease 2019 (COVID-13).

Menindaklanjuti Instedksi ‘Bresiden di atas dan sebagai wujud
penyalenggaraan fupgsinya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) di lingkungan,  Kementenan Kesehatan melaksanakan
kegiatan pefigawasamierhadap pengadaan barang/jasa yang sesual
dengan:

1. | Pasah?6 ayat (1) Peraturan Presiden Motmor 16 Tahun 2018
\entang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2 anteriiKepala Lembaga/Kepala Daerah wajip melakukan
pengawasan pengadaan  barang/jasa melalui  aparat
pengawasan intemal pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah
Daerah masing-masing’;

3. Pasal 76 ayat (2) Peraturan Presiden MNomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

F’#ﬂi‘mn!mI:Ininll:llnﬂqhi!mu.umhmn;nﬂ COVIR-TH -1-




“‘Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau
penyelenggaraan whistleblowing system.”

Dengan adanya bencana Pandemi COVID-19 diperukan dukungan
dana yang memadal. Dalam rangka penanggulangan bencana yang
cepat dan tepat perlu adanya suatu pengaturan mengenai
pelaksahaan anggaran penanggulangan bencana dengan tetap
memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu dipandang peru untuk menyusun ‘Bedoman
Pendampingan atas Pengadaan Barang dan Jasd Dalam Rangka
Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungaf. Kementerian
Kesehatan. Pedoman ini akan dijadikan g€gangan APIP dalam
melaksanakan tugas pengawasan pengada#n barang dan |asa

dalam penanganan COVID-19, sehingga pengaWasan lebih terarah
dan lebih seragam.

Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman pendampingan pengadaan barang

dan jasa penanganan COVID-19 adalah:

1. Untuk menyamakan/persepsi APIP yang ditugaskan dalam
melaksanakan pandamplngan pengadaan bamang dan jasa
dalap ranghpananganan COVID-18,

2. Sebagdl panduan bagl APIP dalam melakukan pendampingan
pﬁﬂgaﬂmn barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-
19 sehingga menjadi lebih terarah, akurat sera terkoordinas
dengan baik.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pendampingan pengadaan barang dan jasa dalam
rangka penanganan COVID-19 adalah pengadaan barang dan |asa.
Dengan luasnya lingkup dan instansi yang tedibat pengadaan

barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19, maka

man Barang Dan Jas a D am [ ey o Pwcopaan Perarganen 00 VID- 18 -2~



pengawasan inlem yang dilakukan Inspekioral  Jenderg
Kementerian Kesehatan hanya membatasi pada Kkelengkaparn
administrasi perencanaan, prosedur, pelaksanaan dan distribus)
pengadaan barang dan jasa, sera tidak melakukan pengawasan
terhadap kebenaran/substansi perhitungan harga, kebenaran proses
pengadaan dan ketepatan distribusi barang hasil pengadaan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang \Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indom€sia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momaor 4286);

2.  Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2004éntang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Républik fndonesia Tahun 2004
Noemor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Momor 4355);

3. Undang-Undang Nomgr < 24 Tahun 2007  tentang
Penanggulangan Sencani. (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahup 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Namor 4723);

4. Peraturan Pemenptah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelefipgaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara, Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
LembaranMegara Republik Indonesia Nomor4828);

5. Peralutédn Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020, tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;

7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, tentang Penetapan
Bencana Mon alam Penyebaran Corona Virus Desease 19
(Covid-19) sebagai Bencana Nasional,

"‘hﬂhFﬂﬂunﬁxmmnm-ndmﬂqh Fercopal an Penarganan COVID-18 -3-



10.

1.

12.

14

14,

15.

16.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Momor 4 Tahun 2020
tentang Refocussing , Realokas! Anggaran, sena Pengadaan
Barang dan Jasa dalam Rangka Percepalan Peranganan
Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

Sural Edaran Kepala BPKP Nomor SE-S5/K/D2/2020 tentang
Tala Cara Revu Refocussing Kegiatan dan Realokas|
Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2018
(COVID-18);

Permturan Lembaga Kebijakan Pengadaap™Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tenlang «RPengadaan
Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;

Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomar. 173/PMK.05/2019
tentang Perubahan atas Per,aturﬁﬁ “Menteri Keuangan
105/PMK.05/2013 tentang Mekdnismé Pelaksanaan Anggaran
Fenanggulangan Bencana; |

Peraturan Badan Nasional Pepanggulangan Bencana Rl Nomor
02 Tahun 2018 tentang Pénggunaan Dana Siap Pakal;

Surat Edaran Kepala BPKP)Nomor SE-6/K/D2/2020 tentang
Tata Cara Revid olgh Aparal Pengawasan Intem Pemerintah
atas Pengadaan "Eﬂrl'ng:'.lasa Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Gorgna Virus Desease 2019 (COVID-19);

Sural » Eddfan. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Bamang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
genjelasap’ Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Hangka Penanganan Corona Virus Desease 2018 (COVID-19);
Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Rl Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penggunaan Pelaksanaan Anggaran
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Hangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) terk ail
dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Bab VI
Inspektorat Jenderal Bagian Pernama s.d.Bagian Sembilan
Pasal 622 s.d. 665.

| Fergadsan 8w ey Dan Jes s Oalam Hang ke Percepalan Pesanganat COVID-0 -4 -



E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pedoman adalah sebagal benkul

1.

5,

BAB | menjelaskan latar belakang, tujuan pengawasan batasan
ruang lingkup dan dasar hukum:

BAB 1l mengurakkan permasalahan COVID-19, Pencegahan
dan Pengendalian Infeksi (PPl) COVID-19, sarana dan
prasarana dan logistik penanganan COVID-183,
BAB Il berisikan knteria keadaan darural, lata
barang dan jasa dalam penanganan

pengawasan dan pelayanan hukum pada pe aan barang
dan jasa dalam penanganan keada arurat, fitik-ttik kritis
pengadaan barang dan jasa dala nanganan keadaan
darurat;

BAE IV menjelaskan b K asan intem. strategi
pengawasan Intem, tah jatan dan langkah pengujian
serta bentuk pelaporan;

BAB V Penutup.

N
&




A.

BAB II

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Permasalahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

1l

Permasalahan Global

Permasalahan COVID-18 secara global diawali pada tanggal 31
Desember 2019, pada saat World Health Orggfization (WHO)
China Country Office melaporkan suatu kasuS\ppégmonia yang
belum diketahui eticloginya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei,
Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Eaanjmnya pada tanggal 7
Januar 2020, RAT telah mengldhnhﬁkaﬁp kasus pneumonia
yang belum diketahui etiologiny@ temebul sebagai Coronavirus
Disease 2019 (COVID-18). aehmgga pada tanggal 30 Januari
2020 WHO telah menstapkan unia telah mengalami situasi
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan/ Public
Health Emergency ofNintemational Concem (KKMMD/PHEIC).
Mal tersebut kafrena telah teradi peningkatan jumlah kasus
COVID-19 yang berahgsung cukup cepatl dan lelah lerjadi
penyebamn antannegara.

Laplarap’ Centre for Disease Control and Prevention (CDC) di
Ai'ﬁ&r‘iﬁ. Serikat menyampalkan bahwa implikasi dari wabah
COWIE-19 yang paling signifikan adalah pada perekonomian
RRT. Beberapa indikator telah menunjukkan pengaruh epidemi
covip-18 di RRT sehingga diperlukan  langkah-
langkah/kebljakan untuk menahan penyebarannya. Berbaga
indikator ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi RRT telah
sangal lerpengaruh. Pada Februan 2020, sekior manufaktur
memiliki penurunan terbesar dalam sejarahnya, sementara
aklivtas di sektor jasa, terutama transporiasi, real esfate dan
hotel dan makanan, juga melemah secara substansial pada
periode Febuari sampal dengan Maret 2020.

Pengadmanflarang Dan Jass Dalam Aang i Percopal an Pomargaran COVD- 10 -6~



Efek ekonomi negatil di RRT inl juga me miliks implikas: giabss) »
seluruh dunia. Dibandingkan dengan wabah SARS pada taf
2003, ekonomi RRT saat ini telah jauh lehih besar dan ey
berpengaruh ke seluruh negara-negara di dunia, termas
Indonesia. Saat ini dua pertiga dan ekonomi dunia rmefEdiks
RRT sebagal salah satu dari tiga mitra dagang ulama merek s
Dengan kondisi tersebut maka wabah COWID-18 yang
akanmengurangi permintaan layanan perjalanan dan panwisats
ke/dari luar neger di RRT sera bemkurangnys
permintaan/pengiiman  pasokan barang ke FlFijT akarn
berpengaruh ke ekonomi dunia.

Permasalahan COVID-19di Indonesia

Dalam konteks negara Indonesia, ia{n.ibupgan dengan semakin
luasnya penyebaran wabah, COVID-49 yang telah ditetapkan
sebagai pandemi global eleMWHO pada tanggal 11 Maret
2020, maka diparlukm-.laliﬁi&ahdangkah cepat, tepat, fokus,
terpadu, dan suna_@l anla;, Kementeran/Lembaga/ Pemerintah
Daerah untuk _relaklkan Rafocussing kegiatan, realokasi
anggaran seria pengadaan barang dan jasa dalam rangka

percepatari peganganan COVID-19,

Pregidan Haﬁpﬁhllk Indonesia melalui  Instruksi  Presiden
Haghhlik Wndonesia Nomar 4 Tahun 2020 memerintahkan
FEﬁTAMA agar Kementenan/ Lembaga uniuk mengutamakan
pengﬁunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-
kegiatan yang mempercepal penanganan COVID-19
(Refocussing  kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan
mengacu kepada protokol penanganan COVID-19. Instiuksi
Presiden yang KEDUA terkail dengan  percepatan
Refocussingkegiatan dan  realokasi anggaran  melilu
mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan
revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan LUgas
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pokok dan fungsinya. Percepatan ini memilikl fungsi sebaga
bentuk  dukungan masing-masing Kementenar/Lembaga
dengan merumuskan program dan kegialan yang mendukung
percepatan penanganan pandemi COVID-19. Sebagaimana
dirumuskan oleh para ahli bahwa tingkat/level besaran suatu
pandemi/wabah adalah sangal terkall dengan seberapa
cepat/efektif kebijakan yang dikeluarkan oleh pemernntah
Kebijakan yang cepal akan mengurangl dampak yang
disebabkan oleh pandemi tersebut,

Dengan Refocussing, pemerintah  dihag@
kecukupan anggaran untuk:

ayanan kesehatan
nggunaan danurat

a, untuk membiayal perumah
termasuk dengan memba
hotel,

b. untuk memillki sumbe
kKebutuhan masyaraks

aksibel untuk memenuhi
k mengurangi dampak COVID-
tim umuk melakukan tes

vang rentan (seperti lansia),
1 medis, dan membeli perengkapan

emungkinkan pengelolaan yang lebih feksibel
merespons COVID-18,

memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani
peningkatan fasilitas kesehatan, termasuk memastikan

fasilitas kesehatan tahap pertama memiliki sumber daya
yang cukup untuk memastikan kecakapan dan kesiapan
dengan menghadapi pandemi.
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B. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPl) COVID-19

Berdasarkan buktl yang tersedia, COVID-19 diularkan rmeis
kontak dekat dan droplet, bukan melalul transmisi udara Qrare
orang yang paling berisiko ternfeksi adalah mereka jarg
berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 alau yang meraqa

pasien COVID-18.

Tindakan pencegahan dan mitigasi merupakan kunc) penerapan o
pelayanankesehatan dan masyarakat. Langkah-langkar
pencegahan yang paling efektif di masyarakat melipufi:

1. Melakukan kebersihan tangan menggunakan hamd sanitizer ILE
tangan tidak terlihat kotor atau cuci \@ngan dengan sabun jika

tangan terihat kotor;

2. Menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut:

3. Terapkan etika batuk atau bepsin -ﬂﬁrg‘an menutup hidung dan
mulut dengan lengan atas baglansdalam atau tisu, lalu buanglah
tisu ke tempat sampah;

4. Pakailah masker medis [ka memiliki gejala pernapasan dan
melakukan kebesSihan tahgan setalah membuang masker;

5. Menjaga jarak, (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami
gejala gangguan pemapasan,

Strategi-strategi PPI untuk mencegah atau membatasi penularan di
tempat layanan kesehatan meliputi:
1. “Menjalankan langkah-langkah pencegahan standar untuk

semua pasien,

Kewaspadaan standar harus selalu diterapkan di semua
fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan
kesehatan yang aman bagi semua pasien dan mengurana
risiko infeksi lebih lanjut. Kewaspadaan standar meliputi;

M Pangadaan Barang Can Jusa Datem Fang ks Parcepalin Penanganin COVID 19 4



Kebersihan tangan dan pemapasan

Petugas kesehatan harus menerapkan 5 momen
kebersihan tangan”, yaitu: sebelum menyenluh pasien,
sebelum melakukan prosedur kebersihan atau aseptik,
setelah bensiko terpajan cairan tubuh, setelah bersentuhan
dengan pasien, dan setelah bersentuhan dengan
lingkungan pasien, termasuk permukaan atau barang-
barang yang tercemar. Kebersihan langan mencakup: 1)
mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan
antiseptik berbasis alkohol: 2) cuci tangafi dehgam sabun
dan air ketika terihat kotor 3) kebersinaf tangan juga
dipeflukan Kketika menggunakangBan teritama ketika
melepas Alat Pelindung Din (APD),

Orang dengan gejala sakif\&alutan pernapasan harus
disarankan untuk menefapkan: kebersihan/etika batuk,
Selain itu mendorGng kabarslhan pernapasan melalui
galakkan kebiassan clci tangan untuk pasien dengan
gejala pernapasan), pemberian masker kepada pasien
dengan gﬂj‘a'la. pernapasan, pasien dijauhkan selidaknya 1
meter daﬂ pasien lain, petimbangkan penyediaan masker
dan fi§u.urtuk'pasien di semua area.

Penggunaan APD sesual risiko

Pepggunaan secara rasional dan konsisten APD,
kebersihan tangan akan membantu  mengurang
penyebaran infeksl. Pada perawatan rutin pasien,
penggunaan APD harus berpedoman pada penilaian
rnsiko/antisipasi kontak dengan darah, cairan tubuh, sekresi
dan kulit yang terluka. APD yang digunakan merujuk pada
Padoman Teknis Pengendalian Infeksi sesual dengan
kewaspadaan kontak. droplet. dan airbome. Jenis APD
terkait COVID-19 berdasarkan lokasi, petugas dan jenis

aktivitas.
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Cara pemakaian dan pelepasan APD balk gown/gaun alay

coverall. COVID-18 merupakan penyakil pemapasan
baerbeda dengan penyakit Vius Ebola yang dit ularkan
melalui  cairan tubuh. Perbedaan in hisa manjad

pertimbangan saat memilih penggunaan gown atau
coverall,

c. Pencegahan |uka akibat benda tajam dan jarum suritik.
d. Pengelolaan llmbah yang aman, Pengelolaan limbah medis

sesual dengan prosadur rutin

a. Pembersihan lingkungan, dan sterilisasl, linen dan
peralatan perawatan pasien. Membersitikan/ permiukaan-
permukaan lingkungan dengan air dan deteren sera
memakai disinfektan yang bias@" digunakan (seper
hipoklorit 0,5% atau etanal 70%) mwpan'iﬁn prosedur yang

efektif danmemadal.

2. Memastikan identifikasi awal dan pengendalian sumber.

Penggunaan triase ﬂ;r_&a._{ﬂ-“.las!iltns layanan kesehatan untuk
tujuan identifikasl dini“pasien yang mengalami ISPA untuk
mencegah transmisl patogen ke tenaga kesehatan dan pasien

lain.

Dalafi rangka memastikan identifikasi awal pasien, fasyank es
pérlumemperhatikan: daftar perttanyaan skrning, mendorong
pétugas Kesehatan untuk memiliki tingkat kecurigaan Kiinis yang
thugi, pasang petunjuk- petunjuk di area umum berisi
pertanyaan-perianyaan skrining sindrom agar pasien member
tahu tenaga kesehatan, algoritma untuk tnase, media KIE

mengenal kebersihan pemapasan.

Tempatkan pasien ISPA di area tunggu khusus yang memilik
ventilasi yang cukup Selain langkah pencegahan standar,
terapkan langkah pencegahan percikan (droplef) dan langkah
pencegahan kontak (jika ada kontak jarak dekat dengan pasien
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atau peralatan permukaan/malerial lerkonlaminas)  Ares

selama tnase perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut

a. Pastikan ada ruang yang cukup untuk riase (pastikan ada
jarak  selidaknya 1 meter antara stal skrning dan
pasien/stal yang masuk;

b. Sediakan pembersih tangan alkohol dan masker (sera
sarung tangan medis, pelindung mata dan jubah untuk
digunakan sesuai penilaian risiko):

c. Kursi pasien di ruang tunggu harus terpisah jarak
setidaknya 1 meter;

d.  Pastikan agar alur gerak pasien dan staf tefap satu atah;

e. Petunjuk-petunjuk jelas tentang gejala dan ak&h,

. Anggota keluarga harus menunggddi luar area triase-
mencegah area triase menjadi tedaluspenuh.

Menerapkan pengendalian administ@si.

Kegiatan ini merupakan ‘prioflas pertama dar strategl PP,
meliputi penyediaan kehijakan, infrastruktur dan prosedur dalam
mencegah, mendéleksi,\dan mengendalikan infeksi selama
perawatan keseghatan. Kegiatan akan elektif bila dilakukan mulai
dari antisipasi alurpasien sejak saat pertama kall datang
sampal keluardar sarana pelayanan,

Pengendaliap administratif dan  kebijakan-kebijakan yang
diterapkan’ meliputi penyediaan infrastruktur dan kegiatan PP
yang berkesinambungan, pembekalan pengetahuan petugas
kesehatan, mencegah kepadatan pengunjung di ruang tunggu,
menyediakan ruang tunggu khusus untuk orang sakit dan
penempatan pasien rawal inap, mengorganisir pelayanan
kesehatan agar persedian perbekalan digunakan dengan benar,
prosedur-prosedur dan kebijakan semua aspek kesehatan kerja
dengan penekanan pada surveilans ISPA diantara petugas
kesehatan dan pentingnya segera mencar pelayanan medis,
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dan pemantauan kepatuhan disenal dengan mekansme
perbaikan yang diperukan

Langkah penting dalam pengendalian administratil. melpu
identifikasi dini pasien dengan ISPAJILI baik nngan maugun
berat, dilkuti dengan penerapan tindakan pencegahan yang
cepal dan tepal, serta pelaksanaan pengendalian sumber
infeksi. Untuk identitikasi awal semua pasien ISPA digunakarn
triase klinis.

Pasien ISPA yang diidentifikasl harus diternpatkan di area
terpisah darl pasien lain, dan segeralﬂl-tukﬂ# hew'nﬁpauaan
tambahan, Aspek klinis dan epidemiologi pasien’ hangs segera
dievaluasi dan penyelidikan harus dilengkapi dengan evaluasi
labaratorum, -

Menggunakan pengendalian lingkurtgandan rekayasa.

Kegiatan ini dilakukan temmasuk Iffrastruktur sarana pelayanan
kesehatan dasar dan, di r'qmah tangga yang merawal pasien
dengan gejala ringan dan lidak membutuhkan perawatan di RS.

Keglatan pengnpﬁaﬂan ini ditujukan untuk memastikan bahwa
ventilasi lingkungan £ukup memadal di semua area didalam
fasilitas¢pelayanan kesehatan serta di rumah langga, sena
kebefsihan, lihgkungan yang memadal. Harus dijaga |arak
minimal 1 meter antara setiap pasien dan pasien lain, temmas uk
ﬂengan petugas kesehatan (bila tidak menggunakan APD).

Kedua kegiatan pengendalian ini dapal membantu mengurangl

penyebaran beberapa patogen selama pemberian pelayanan
kesehatan.

Menerapkan |angkah-langkah pencegahan tambahan empins

alas kasus paslen dalam pengawasan dan konfirmasi COVID-
19,
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Kewaspadaan kontak dan droplet,

1)

2)

3)

4]

3)

Batasi jumlah petugas kesehalan memasuki kamar
pasien COVID-19 jikatidak leribal dalam perawatan
langsung. Pertimbangkan kegialan gabungan (misal
penksa tanda-landa vlal bersama dengan pemberian
obat atau mengantarkan makanan bersamaan
melakukan perawatan lain).

Idealnya pengunjung lidak akan diizinkan 1etapi jika ini
tidak memungkinkan. batasi jumlah pepgunjting yang
melakukan kontak dengan suspekdatad. konfirmasi
terinfeks| COVID-19 dan batasi wakly kunjungan.
Berikan instruksi yang jelas tegtang cara mernakai dan
melepas APD dan kebersihan | tangan uniuk
memastikan pengunjung'menghindarn kontaminasidin.
Tunjuk tim petugas Kesehatapferampil khusus yang
akan member pSmwatan kepada pasien terutama
kasus konfirmash, unluk menjaga kesinambungan
pencegahan dame=pengendalian serta mengurangi
peluang ’qudakpaluhan menjalankannya yang dapat
mangal-am&an tidak adekuatnya perlindungan
tﬂﬂ'lﬂdﬁpp&‘iﬁnan

Tampaﬂtan pasien pada kamar tunggal. Ruang
bangsal umum berventilasl alami ini dipertimbangkan
160 L/detik/pasien. Bila tidak tersedia kamar untuk
satu orang, tempatkan pasien-pasien dengan
diagnosis yang sama di kamar yang sama. Jika hal in
tidak mungkin dilakukan, tempatkan tempat tidur
pasien terpisah jarak minimal 1 meter.

Jika memungkinkan, gunakan peralatan sekall pakal
alau yang dkhususkan untuk pasien terentu
(misalnya stetoskop, manset tekanan darah dan
termometer). Jika peralatan harus digunakan untuk
lebih dar satu pasien, maka sebelum dan sesudah
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digunakan peralatan hars dibarsihkan dan dandok
(misal atil alkohol TO%).

8) Pelugas kesehatan hirs menahan din agar fige
menyentuh/menggosok-gosok mata, hidung atay
mulll dengan sarung langan yang b rpatat e
lercemar atau dengan langan lelanang.

7) Hindan membawa dan memindahkan pasien kolua

dari ruangan atau daerah |solasi kecuah dipedukan

secara medis. Hal ini dapat dilakukan dgngan mudat
bila menggunakan peralatan X- peralalan
diagnostik portabel penting lain perlukan
membawa pasien, guna yang dapat
meminimalisir pajanan terad elugas, pasien lamn

dan pengunrjung,
B) Pastikan  bah T3] kesehatan  yang
membawa/mengangk ienharus memakal AFPD

ipasi potensi pajanan dan
sesudah melakukannya.
mh/unit penerima agar dapal
kewaspadaan pengendalian  Infeks|
tangan pasien,

dan disinfeksi permukaan peralatan

Inya tempal lidur) yang bersentuhan dengan

ien setelah digunakan,

13/ Semua orang yang masuk kamar pasien (lemmasuk
pengunjung) harus dicatal (unluk lujuan penelusutan
kontak).

12) Ketika melakukan prosedur yang bensikoe lenad
percikan ke wajah dan/atau badan, maka pemakaan
APD harus ditambah dengan: masker bedah dan
pelindung mata/ kacamata, alau pelindung waph
gaun dan sarung tangan.

9)

b. Kewaspadaan airborne pada prosedur yang menimbulkit
aerosol

B i
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Sualu prosedurMindakan yang menimbulkan  aerosol
didefinisikan sebagal tindakan meds yang dapat
menghasilkan aerosol dalam beragal ukuran, termasub
partikel kecil (<5 mkm) Tindakan kewaspadaan harus
dilakukan saat melakukan prosedur yang menghasiikan
aerosof dan mungkin bernubungan dengan peningkatar
rsiko penularan infeksi, seperi intubasi trakea, ventilas
non invasive, rakenstomi, resusitasl jantung pary, senitiias
manual sebelum Intubasi dan brankoskopi.

Tindakan kewaspadaan saat melakukan medis
yang menimbulkan aerosol.

NIOSH, EU FFP2 at
respirator partikulat

an panjang dan sarung tangan

sterl, (beberapa prosedur in

an sarung tangan sltenl).

celemek kedap air untuk beberapa prosedur

n volume cairan yang tinggl diperkirakan

kin dapat menembus gaun.
Melakukan prosedur di ruang berventilasi cukup, yaitu
di sarana-sarana yang dilengkapi ventilasi mekanik,
minimal tenjadi 8 sampai 12 kall penukaran udara
setiap jam dan setidaknya 160 liter/detik/pasien di
sarana-sarana dengan ventilasi alamiah,

6) Membatasi jumlah orang yang berada di ruang pasien
sesual  jumlah minimum yang diperdukan unfuk
memberi dukungan perawatan pasier.
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Kewaspadaan isolas) [ugé harus dilakukan lemadap B0
dan konfirmasi COVID- 19 sampal hasil permenksas:
laboratorium rujukan negatif

C. Sarana dan Pmasarana COVID-19

1. Tersedianya ruang wawancara, ruang observasi, dan fuang
karantina Untuk tatalaksana penumpang. Jika tidak terseda
maka menyiapkan ruang yang dapal dimodifikasi dengan cepal
untuk  melakukan tatalaksana  penumpangs, Sakil - yang
sifatnyasementara, :

2 Memastikan alat transportasi (ambulan) panyakit menular
ataupun peralatan khusus untuk merujdk penyakit fenular yang
dapal difungsikan setiap saat uniuk rﬂang‘anqj(ut ke AS rujukan.
Apablla tidak tersedia ambulan khusus penyakit menular,
perujukan  dapal  dilaksanakaf _dengan prinsi p-prinsip
pencegahar infeksi (menggunakan Alal Pelindung Din/ APD
lengkap dan penerapan disinfeksi)

3. Memastikan fungsi 'Sarana dan prasarana kekarantinaan
kesehatan (thefmalscanner, thermalgun) dan alat penyehatan
(desinfektan mﬁm- dan desinfektan barang/orang) sera
ketersediaan bahan'pendukung,

4, Memastikan,_ketérsediaan dan fungsi alat komunikasi untuk
kgordinasi Wengan unit-unit terkait.

5. (Menyiapkan logistik penunjang pelayanan kesehatan yang
dibulifkan antara lain obal-obal suportit (life-saving), alat
kesehatan, APD, Health Alert Card (HAC), dan melengkapi
logistik lain, jika masih ada kekurangan,

8. Menyiapkan media komunikasi nisiko atau bahan Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi (KIE) dan menempatkan bahan KIE
tersebut di lokasi yang tepat.

7.  Ketersediaan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-

19 untuk petugas kesehatan, lermasuk mekanisme atau
prosedur tata laksana dan rujukan pasien.
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p. Logistik Penanganan COVID-19

1. APD

a. Prinsip yang harus dipenuhi dalam pemilihan AFD antara

lain;

1)

2)

3)

3)

Harus dapat  memberikan perindungan
terhadap bahaya vyang spesifik atau babaya yang
dihadapl (percikan, kontak langsung mEau lidak

langsung);
Berat alat hendaknya seringan mungkin, dan alal

tersebut tidak menyebabkan ketidaknyamanan
yang berebihan,

Dapat dipakai secarad fl (reuse maupun

i
dispossibla);
Tidak menimbulka bahan;
Tidak mudak rusak;
Mamenuhi k standar yang ada;
Pemeli h;
% gerak;

Is APD

Masker badah loose fitting dan mampu mem blokir

percikan dan tetesan panikel besar.

b) Masker N95 harus disegel ketat di sekitar hidung
dan mulut;

Pelindung wajah (faceshield) dari bahan plastik jemih

transparan dan menutup wajah sampai dagu;

Pelindung mata (googles) harus menutupi eral area

sekitar mata, bahan dari plastik;
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4) Apron dan bahan plastik Sekall pakd alae canas
plastik berkualitas tngg yang dapal  dgunaeas
kembal ( reuseable)

5) Jubah/gown dengan syatal eleki! Larner imampy
mencegah penetrasi cairan). fungs) alau mobiinas
nyaman, tidak mudah robek pas pada bGadar
biocompatibiiity. flammabiiity. odar EL
qualitymaintenance. Menurul jenis penggunaannya

a) Gaun Sekall Paka (re bahan
syntheticlibers (misalny ropylene
polyester, polyethylene),

b} Gaun dipaka berula an 100% katun atau
100% polyester, | antara katun dan
polyester. D berulang maksimal

sebanyak dengan catatan tidak

‘“'““"“"“‘“"““”““”“"”“" SNE s



Keterangan :

| : Gaun |solas| bedah (area A.B, dan C
merupakan area kritikal tingkal tingal),
Il - Gaun bedah (area A dan B merupakan
area krtikal tingkat tingai)
(Sumber : CDC, 2020 )

1) Sarung tangan yang ideal harus tahan robek, tahan
bocor, biocomnpatibility dan pas pada tangan pasien.
Sarung tangan lerbuat dar lateks  karel
polyvinylichiaride (PVC), nitrile, polyurethane.

2) Penutup kepala, bahan: tahan cairan, tidak mudah

robek dan ukuran pas di kepala.
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3) Sepatu pelindung harus menulup seluruh kaki bahkap
hisa sampal betis apabila gaun yang digunakan tidak
mampu menutup sampal ke bawah. Bahan sepaty
pelindung yaitu karet atau bahan tahan alr atau bisa
dilapisi dengan kain tahan air.

c. Jenis APD vang digunakan pada kasus COVID-18,
berdasarkan tempat layanan kesehatan, profesi dan

aktiitas petugas menurut WHO dapat dilihat pada label d
bawah inl.
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Tabel 1

APD pada Fasilitas Hawat Inap, IGD dan

Penunjang
Lokasi Target Jenis aklifitas Jenis APD
_ﬁﬁﬂm PETU!.}EE Marawal Secam Maskar beda 'WH[E
perawatan kesehatan langsung pasien gaun tg.::-::ih. san.rn;
pasien , IGD, l COVID-18 tangan, pelindung mata
Kamar opems (googles) dan/atau
pelindung wajah (face
shileds), pelndung
kepala;, sepatu
palindung.
Tindakan yang | Masks . Daun/gown,
menghasillan aemsol | sanng: tangan,
(seper Intubasi | pelindungmata (goggles),
rakea, venlilasi, nen pelindung wajah (face
Invasive, traketstomi,  shield), pelindung
resusitasi lmtunﬂ_ kepala, celemek (apran),
paru, ventilasi ma sepatu palindung
sabalum ntubasi,
nebulast), bronskopl,
pengambilan  swab,
pemenisaan o o]
sm scaler
Ultrasénic dan high-
Epfad air  driven,
pemeriksaan  hidung
dan tenggorokan dil)
pada pasien COVID-
), € 18
Huang ~ | Cleaning Masuk ruang rawal | Wasker bedan,
perawatan, || Semice pasien COVID-19 gaun/gown, sanng
pﬁim‘lﬁﬁ;._h tangan tebal, pelndung
Kamar operas/| mata, (googies),
B pelindung kepala,
Area lainyang | Semua stal, Semua kegatan | Masker kain
digunakan lermasuk dimana tidak terjadi
umntuk petugas kontak langsung
transit pasien kesehatan dengan pasien
(misal koridor, COMID-18
bangsal)
rnase Petugas Skrining awal dan [ Menjaga Jarak dangan
kesehatan tidak terjad kontak | pasien (minimal 1 metar),
== langsung menggunakan  maskear
e i £
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T tokach Target Jenis aktifitas Jenis APD
bedah
Tnase Pasien Semua jenis kegatan | Menjaga jarak dengar
dengan pasien (minimal 1 meter)
gejala inlelsi menggunakan  maske
saluran nafas bedah
Paszign tanpa | Semua jenis kegiatan | Masker  Kkain atal
gejala infeks menggunakan  maske
saluran nafas bedah |ika diperdukan
lermasuk
pelugas
kesehatan y A
Labomtorium | Analis iab, Mengerakan sampel | Masker NS5, gaun
saluran nafas 'gnm; .sarung tangan,
palindung mata dan/ atay
Vpalindung  wajah (face
Ahiled), pelindung
i | kepala, sepaty pelindung
B [Tt | P Tk o
dFEfLpENCUCan | gaun/  gown, samn
dekontaminas | alatinstiment bedah | tangan panjargg,
' : pelindung mata (googies)
atau  pelndung wajah
) \face shiled), pelindung
| kepala, celemek (apron),
)\ N, sepall palindung
Laundr D} ruang, ™ ‘T[Iuhnangarl' finen Peli -
Mevay © | | elindung kepala Aopl,
Pin\ S infeksius gi;ugn;“ gown, sr;,;runn
iffeksits da penang
et i pelindung mata (googles)
Woifaksius atau FE“‘I!'II:ILI'IQ wajah
] E:flﬂhsmm, pelndunc
B > salpj:tu'pn;ﬁ“ o {pron)
- ——— | i
e gl Bagian perdafiarar Wasker bedan, manag:

l

mater
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APD pada Fasilitas Rawat Jalan

Lokasi

Target

Jenis aklifitas

Jenis APD

adminisiras

Seluruh staf,
termasuk
petugas
kesehatan.

Tugas yang bersifat
administratif dan
lidak ada kontak
langsung  dengan
pasien COVID-14

Masker kain

Fasiitas
Rawat Jalan

Auang
Konsultasi

Petugas
kesehatan

Pemeriksaan  fisik
pada pasien dengan
gejala infelsi saluran
nafas

hidung
“tenggomkan

Hemeriksaan Tislk
pada pasien fanpa
gejala infelsl saluran |
nafas, t.gf_@i
melakukan R |
pemeriksaarn, )
branskop|
Pﬂnmbian swab,
F’E‘“Eﬁuﬁﬂﬂ gig
sepedl \ scaler
ultrasonic “dan high-
air  dnwen
dan
dan
eriksaan mata

- Misksf_bedsh, gaur
gowl. saring langan,
pelinung mata dan
atau pelindung
wajah (face shied),
peiindung kapala,
sepatu pelindung
- Maskar N 95, gaun/
gown, saming fangan,
pelindung mata dan
alau pefindung wajah
(face shied), pelindung
kapala

Ruang
Konsultasi

ﬂ,ﬂ] Ehhtlah

Fas}an dﬂnw

gala Jenis
Kegiatan

Mengenakan Maskar
bedsh dan menjaga jarak
minmal 1 m

nafas
f F an tanpa
ﬁﬂ;gl.ﬁnfﬁhﬂ
saluran nafas

Segala Jenis
Kegiatan

Masker kain  atau
menggunakan  masker
badah |jka dpedukan.

Jaga jarak minimal 1
meter

Cleaning
Serice

Setelah dan di antara
keglatan konsultasi
pasien dengan
infeksi saluran nafas
oleh pelugas

kesehatan

Masker bedah, |ubah/

gaun, samng tangan
iebal, pelindung mata
(goagles), pelindung
kepala, sepatu pelindung

n Adaw Pongaciasn B arsg Dan o s Dol am A sng Percegatan Pemangamn COVID-19
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Lokasi Target Jenis aktifitns Jenis APD
Huang funggu | Pasien dongan | Seqala Jens Frnakan masket Lisdal
gajala infeks: K migiatarn puda  pasien, SegeTs
saluran natas pindahkan pasen  ve
ruany Isolas)  Blau e
ruanggEn bair fang
terpisah dengan [pasien
lainnya.  Jika  hdak
memunghkinkan,
fem patkan pasien
dengan jamk minmal 1
m. defigan pasien lannga
Ruang Tunggu | Pasien tanpa | Segala Jenis A Maskers, kain  &tau
gejala inleks| | Kegiatan 9 iggunakan  masker
saluran nafas Bedah |ika dipedukan.
Area Seluruh staf, Pekerjaan_ | | Masker kain
administrasi termasuk adm s tratit
pelugas
kesshatan I X
Triase Pelugas Tkrning awe lanpa | Menggunakan  masker
Kesehatan . kontak depgan bedah. Jaga |arak
‘pasien dengan pasien minimal 1
u meler
Pasiendengany Segaa Jenis Kenakan masker bLedan
gﬂ}ﬂ&’{nhﬁ? “Kegiatan pada pasien Jaga |arak
5 minimal 1 meter
Fa m Siegaia Jens Masker Kain atau
| Bejala infelsi | Kegiatan menggunakan  masker
saluran nalas bedah jika dipedukan
Triase . /| Cleaning Membemsihkan rang | Masker  bedah, gaun |
Senice isolasi gown, samng langan
| tebal, pelindung mata.
pelindung kepala.
= - sepatu pelindung
Ambulans Patugas Transport pasian Masker bedah, gaun
Kesehatan curige COVID-19 ke | /gown, samung langan.
AS rujukan pelindung mata,
pelindung kepala, sepalu
pelindung
Sopir Hanya bertugas Menjaga jarmk minmal ¥
sebagal sopir pada m. Jaga jarak dengaf
proses pasien minimal 1m. |
transport pasien Masker kain
curiga COVID-19
dan area sopir L

-
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Lokasi Target Jenis aklifitas Jenis APD
lerpisal dengan area |
pas len

B Membantu Masker bedah gaun
mengangkal pasien | /gown, samung langan,
dengan suspect pelindunyg mata,
COVID 19 | pelindung kepala

Ambulan Sopir Tidak ada kontak | Masker bedah
langsung dengan |
pasien turiga
COVID-19 namun
area sopir idak \
ierpisah dengan aréa
LESien
Pasien dengan Dilakukan ranspart Pas menggunakan
suspect Cowd- | ke RS rujukan mas ket bedah
19
Cleaning Membersih sher oDedah, gaun/
Sanice setelah gown Samung tangan
wehal, pelindung mata,
pelindung kepala, sepatu
pelndung

Ewaryg Dan Jea D e Sang s P Smmgesn Lo
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Hapid Test

Penanganan COVID-19 di Indonesia menggunakan Hapid Test
(AT) Antibodi dan/atau Antigen pada kasus konlak dan pasien
positif. AT Antibodi juga digunakan untuk deteksi kasus Orang
dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan
(PDP) pada wilayah yang tidak mempunya fasilitas untuk
pemeriksaan Rapid Test Polymerase Chain Reaction (RT-
PCA). Hasil Pemerksaan AT Antibodi tetap dikonfirmasi
dengan menggunakan RAT-PCA Pada fasiltas kesehatan,
pasien akan dibedakan menjadi tiga kelom pok, yaitu;

a. Kelompok Orang Tanpa Gejala (QTG)

Kelompok pertama merupakan orang yang lidak memiiki
gejala, namun memiliki fwayat kKontak erat dengan orang
yang positif COVID-18 yang disebut OTG. Kelompok ini
akan melalui pemenksadan AT antibodi, jlka pemerksaan
pertama menunjukkan Nasil:

1) Negalif, Matalaksana selanjutnya adalah karantina
mandin, déngan menerapkan PHBS dan physical
distanging, pemeriksaan ulang pada har ke 10. Jika
hasil pemeriksaan ulang positif, maka dilanjutkan
dengan pemeriksaan AT-PCRA sebanyak 2 kali selama
2 har berurut-turul, apabila tersedia fasilitas
pemeriksaan AT-PCH.

2) Positif, tatalaksana selanjutnya adalah karantina
mandiri dengan menerapkan PHBS dan physical
distancing, Pada kelompok inl juga akan dikonfirmasi
dengan pemeriksaan AT-PCAH sebanyak 2 kali selama
2 har berturut-turut, apabila tersedia fasilitas
pemeriksaan RT-PCH.
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b, Kelompok Orng Dalam Pomantauan (ODF)

Kelompok kedua merupakan orang yang terklasifikasi
sebagal ODP. Kelompok ini akan melalul pemenksaan AT

antibodi dan jika pemerksaan penama menunjukkan hasil;

1) Negatil, tatalaksana selanjutnya adalah isolas) din di
mumah dengan menerapkan PHBS dan physical
distancing: pemenksaan ulang pada han ke 10, Jika
hasil pemeriksaan ulang posilil, maka dilanjutkan
dengan pemeriksaan AT-PCA sebanyak gﬁgjfh!amu
2 hai beduruttundt, apabila lemgdia fasilitas

pemenksaan AT-PCH. B

2) Positif, 1atalaksana selanjuinyas@dalah isolasi din di
umah dengan menefdpkan PHBS dan physical
distancing; Pada kelofnpak ini Jiga akan dikonfirmasi
dengan pemeriksaan RI-FCH sebanyak 2 kali selama
2 hari beruribiufdt, apabila tersedia fasilitas
pemeriksaan@T-ROR,

C. Kﬂiumpﬂﬁl,fw:galﬂm Pengawasan (PDP)

Hﬂ;lm l?ga merupakan orang yang terklasifikasi
,adﬁa_gaE}P,p"lﬁ, Kelompok ini akan melalul pemeriksaan BT
antibodi@an jika pemeriksaan pertama menunjukkan hasil:

1) Negatil, tatalaksana selanjutnya adalah isolasi din

* umah dengan menerapkan PHBS dan physical
distancing; pemeriksaan ulang pada han ke-10. Jika
hasil pemenksaan ulang positif, maka dilanjutkan
dengan pemeriksaan AT-PCA sebanyak 2 kall selama
2 hari berurut-turut, Apabila mengalami perburukan
gejala, lakukan perawatan di rumah sakit.
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Wy Pasitil, tatalaksann solanjulnyi adatah solast din d
mimah (el fngan), iwolns di rumah sakil darural
(gejaln sedang). atou isalasl di rumah sakil ruukan
(ojala  boerat).  Padi kolompok 0l juga akan
dikonimast dengan pemenksaan RAT-PCA sebanyak
2 kall solama 2 har bertural-tunl

Logistik  penanganan COVID-18 yallu reagen, PCH, kit

okstiaks, Vil Transport  Media (VTM) dan bahan
consumable (lube, swab dacran) sefa APD unluk, pelugas

Labormtonum  {baju Hazmal, handscoe \ﬂ'ﬂﬂf_
masker NO5 dan masker bedah),

& S
&
&
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BAB il
PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA
PENANGANAN COVID-19

A. Kriteria Keadaan Darurat

Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh
Pejabal yang berwenang untuk jangka waktu tertentd dalam rangka
menanggulangl keadaan darurat, Status Keadaandarurat yang
ditetapkan tersebut memenuhi kriteria sebagalberkut:

1. Keadaan yang disebabkan oleh bepcana yangmeliputi bencana
alam, bencana non-alam, dap/atay bepcana sosial setelah
ditetapkan Status Keadaan, Darurat sésual dengan ketentuan
peraturan perundangundangan,

2. Keadaan selain yang. disababkan oleh bencana setelah
ditetapkan Stalus/ Keadaan Darural oleh menteri’kepala
lembaga/kepala perangkal daerah yang terkait; atau

3. Keadaan sebagaimanadimaksud dalam angka 2 meliputi:

a. Pelak§anaah operas| pencarian dan pertolongan;

b, Kafusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik;

c. | Beneana alam, bencana non-alam, bencana sosial,
perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri,
‘Han/atau pemberakuan kebijakan pemernntah asing yang
memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan
ketertiban warga negara Indonesia di luar negen; dan/atau

d. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang
terkena bencana

s Pengadaan Barang Dan Jasa Dl am g & Percepat an Penanganan COVT- 19 -30-



B. Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganar
Keadaan Darurat

1. Pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaar
darurat adalah kegiatan pengadaan barang dan |ata dalar
masa stalus keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang
berwenang

2. Pengadaan barang dan |asa dalam penanganan keadaan
darurat dilakukan dengan cara: a. Swakelola, dan/atau b
Fenyedia

3, Tahapan pengadsan barang dan jasa dalal pepanganan
keadaan darurat meliputi;

a Perencanaan pengadaan:
1) Identifikasi kebutuhan barang/jase’
2) Analisis ketersediaan sumber daya; dan
3} Penetapan cara Fanlgladamf'ﬂarangmasa]

b. Pelaksanaan pengadaan:
1) Penerbitan SEPB.J
2) Pemédrksdan bérsama dan rapat persiapan
3) Semah tetimd lapangan.
4) ¢Renarbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Surat
Penmah Penginman (SPP);
8)¢ Pelaksanaan pekerjaan;
B F‘ﬁrhitun-gan hasil pekerjaan; dan
7Y Serah tenma haslil pekerjaan.

Tahapan angka 1 s/d 4 Untuk pengadaan barang dapat
digantikan dengan sural pesanan.

c. Penyelesaian pembayaran:

1) Konirak;
2) Pembayaran, dan
3) Post audit

-H'IMI‘ A, Perggariaan P iy et s a1 0 8 VIR 1) ]
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¢. Pengawasan dan Pelayanan Hukum pada Pengadaan Barang
dan Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat

Pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 diatur mengenai
pengawasan dalam Pengadaan Barang/ Jasa pada kondisi darurat
dan pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan. Pengawasan adalah
kegiatan yang Dberujuan untuk mengurangl atau menghindar
masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang
dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapal berakibal
pada pemborosan keuangan negara. Pelayanan hukum diberikan
berupa bantuan hukum |ika seseorang yang difligaskan ‘dalam
pengadaan barang dan |asa pada keadaan danit@l mengalami
permasalahan hukum akibat tugasnya. A

1. Pengawasan

Pengawasan dalam Pengadaan Barang dan Jasa dalam
Penanganan Keadaan Dawmrat meliputi pengawasan melekat
(Waskat), pengawasan ©eksiafnal serta Intemal pemerintah, dan

pengawasan masyﬂrakat

a, Pengawasan'‘Melekat
F'Eﬂ;ﬂ*iiaﬁan melekat dilakukan oleh pimpinan masing-
masing inslansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat,
(prowins| Kabupaten/kota

b. " Pengawasan Eksternal dan Internal Pemernntah

1} Pengawasan ekstemnal dilakukan oleh Badan
Pemernksa Keuangan (BPK),

2) Pengawasan intemal dilakukan oleh Inspektur
Jenderal/ Inspektur Utama/ Inspektorat Daerah, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
Instansi lersebut beranggungjawab untuk melakukan
audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau
permintaan instansi yang akan diaudit. Selain audit,
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APIP mengawasi dan membenrarn  [eendarn i g
sejak proses pErencanasn LA g LU
pembayaran

c. Pengawasan Masyarakal

Dalam rangka transparansi pemanfaatan anggaran
Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan ¥ escdsan
Darurat, masyarakal dapal melakukan pengawasan uniue
memantau pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dar
apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat
melaporkannya kepada pengawas t—ﬂem‘al APIP dapat
melakukan audit atas pengawasan masyaral-tal fdalam
bentuk laporan atau pengaduan) Merkait adanya
penyimpangan atau penyalahgdfidan wewenang yang
diketahuinya.

2. Pelayanan Hukum

Menteri/kepala lembagalkepala daerah memberikan pelayanan
hukum kepada, ‘Bélake® Pengadaan yang melaksanakan
Fengadaan B&rapg dan Jasa dalam Penanganan Keadaan
Darurat tedsait\pelakSanaan tugas dalam bidang Pengadaan
Barang.dan Jasa, "

Pelayanian hukum diberikan kepada Pelaku Pengadaan kecuall
Fengrqqggf sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan
_pengadilan dan dapat dibantu oleh Advokat, Dikecualikan dar
hak pelayanan hukum ini adalah Pelaku Pengadaan yang
tertangkap tangan sehingga kepadanya tidak dibenkan
pelayanan hukum meskipun yang bersangk utan melaksanakan
tugas di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

-33-
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p, Titik-titik Kritis Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan
Keadaan Darurat

Pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darumal secars L
memiliki bEbEH?aPa fislko yang perlu untuk diidenifikas: s
dikendalikan. Rislko-risiko tersebul menjadi titik-iitik keitis  dalaer
pengadaan karena dapat menimbulkan dampnak yang lidak
diinginkan jika tidak dicermati secara memadai. Titiktitik  kritis
tersebut dapal diidentifikasl sebagal berikut:

1. Titik-titik kritis pada kegiatan perencana

a. Penyusunan perencanaan tidak
yang berwenang.

b. Proses identifikasi kebutu
tidak didokumentasikan dap ti
pihak yang berwenang.

c. Informasl pada doku

p.

cepat di lapangan
idak dilakukan berdasarkan kondisi

d. Analisis sum
di lapang
e. Spesifikasi g/jasa yang  dibutuhkan untuk

pen ndisi darurat tidak sesual dengan
kebUtu
K

pat di lapangan
dengan kebijakan

il identifikasi kebutuhan/kajian

s pada kegiatan pemilihan penyedia barang dan
jasal dan penyusunan rancangan SPPBJ/SPMK/ Surat

a. Kualifikasi calon penyedia yang tidak sesuai dengan
lingkup pekerjaan.

b. Tidak ada penyedia setempat yang mampu  untuk
melaksanakan pengadaan,

c. Ketarbatasan informasi penyedia yang mampu
melaksanakan pengadaan,
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€

Wntena penlaian penyedia lLdak memadal  unuk
mengaambarkan kemampuan calon penyedia.

g SPPBJ SPMK Surat Pesanan disusun lidak sesua
dengan katentuan dan tidak bensi informasi yang lengkag
dan @atau tidak |elas sehingga bermpotensi menimbulkan

gisputs.
3. Titik-titik krtis pada kegiatan pelaksanaan pengadaan dan
penyusunan kontrak.
a. PPK tidak menenma keterangan harga barang dan buk!i
kewajaran harga
0. Kontrak fidak disusun berdasarka E&ﬂLﬁL Acara
Pemeriksaan Bersama (BAPB) dan Berta Acara Serah
Tenma (BAST).
c. Terdapat kelemahan prosedyr p&figendalian kualitas dan
kuantitas hasil pekerjaan,
d. Pernyedia melakukan wanprestasi/
&,

Titik-titik kntis pada kagﬁtam perhitungan bersama dan serah

terima hasil pakai}am!' distribusi

a. Pemenhagn dan werhitungan bersama tidak dilakukan
oleh nmﬂgqang)memllskl keahlian atau pengetahuan yang

dapat memastikan kesesuaian mutu dan volume pada
eorteake

b Serahterma tidak dilakukan tepat waktu.

c. Baghy Jasa yang diadakan tidak sampal kepada end
user
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BAB Iv
PENDAMPINGAN AT AS PENGAD AAN BARANG DAN JASA
DALAM RANGKA PENANG AN AN COVID-19

A. Bentuk Pengawasan Intern

Pengawasan intem yang dilakukan oleh Inspektorat  Jenderal
Kementenan Kesehatan adalah dalam bentuk pengampingan

terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa@8lam fangka
percepatan penanganan COVID-19

B. Tujuan Pendampingan

Adapun tujuan pendampingan pengaflaap’ barang dan jasa dalam
rangka penanganan COVID-18 [adafahgsmanjamin pengadaan

barang dan jasa telah dilakUkarsesual dengan ketentuan,
transparan dan akuntabel

C. Strategi Pendampingan

Pendampingan g dapal dlilakukan bersamaan dengan proses
pengadaan barang dan jasa alau segera setelah proses pengadaan
parang dafl j38s Yenadi (real time), antara laon pada tahap
perencari@an \pej@ksanaan pemilhan, pelaksanaan pekerjaan dan
nenyelesgianmpembayaran, Pelaksanaan pendampingan ini tidak
noleh meRganggu/'menunda proses pengadaan barang dan jasa.

Dengan memperhatikan kendala-kendala selama masa bencana
COVID-19 pelaksanaan pendampingan sedapat mungkin dilakukan
gengan menggunakan media teknolog informas: dan Komunikasi,
antara lain widen, aplikasi messaging, dan surat elekironik. Tatap
muka dan kumungan lapangan secara fisik dilakukan dalam hal

sangat diperukan.
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Dalam masalah memastikan kualitas pendampingan, auditor perly
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam rangka menjalankan pendampingan kepada
klien dilakukan sebagal benkut:

a. Secam terlulis dengan menggunakan surat elekironik
(surel) melalul alamat surel resmi instansi,
b. Video yang disokumentasikan dan dibuatkan notula.

2. Dalam hal diperlukan dokumen asli, klien pendampingan dapat
mengirmkan dokurmen tersebul menggunakan jasa\penginman
yang diasuransikan.

3. Jika dperdukan observasi dan pemeriksaan fisik untuk
memaslikan kewajaran kuantitas dafW™“kualitas barang/asa.
lokasi, tenaga kera dan peralatan, .dapat) dilakukan melalui
komunikasi video yang didokumentasikan dan dibuatkan
notula’berita acara atau dilahuﬁm-liunwngan fisik dengan tetap

memperhatikan ketentuan, pembatagan kontak fisik (physical
distancing).

D. Tahapan Kegiatan dan Langkah Kerja

Dalam pelaksanaan pendampingan, hal-hal kritis yang perlu menjadi
perhatian auditar mencakup, tetapi tidak terbatas pada. item-item
tahapan PBJ sebagal berikut:

1., Kegiataw Perencanaan dan Identifikasi Kebutluhan serta
Penyusunan Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK.

a. Risiko PBJ dalam Tahapan Perencanaan dan Identifikas

Kebutuhan serla Penyusunan Dokumen Spesifikasi
Teknis/KAK adalah:

1) Penyusunan perencanaan lidak melibatkan pihak-
plhak yang berwenang.
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2) Proses |dentifikasi kebutuhan/kajian cepat di lapangan
tidak didokumenasikan dan tidak sesua dengan
kebijakan pihak yang berwenang.

3) Informasi pada dokumen  hasil  identifikasi
kebutuhar'kajian cepal dilapangan tidak lengkap.

4) Analisis sumber daya tidak dilakukan berdasarkan
kondisi di lapangan.

5) Spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan untuk
penanganan kondisi darural tidak sesuai dengan
kebutuhan,

b. Pelaksanaan Pendampingan:

1) Perancanaan %

Tujuan Pendampinga
Pelaku pengad enandatanganl pakta
Integritas  dan disusun berdasarkan
dasar pe n darurat dan disusun

dokumen untuk memastikan bahwa Pelaku
engadaan sudah ditetapkan dengan Sural
Keputusan untuk melaksanakan PB..

b) Teliti dokumen untuk memastikan bahwa Pelaku
Pengadaan sudah menandatangani  pakia
integntas.

¢) Teliti dokumen penetapan status darurat.

d) Teliti dokumen untuk memastikan bahwa proses

perencanaan dilakukan dengan melibatkan
unsur-unsur terkait,
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Jenis BuktyKetarangan lahapan perencanaar

a) Pakta Integnias

b) Surat penunjukkan sebagal pelaku pengadaan
t) Surat Keputusan Penatapan dafural

) MNotulen pembahasan

g) Dokumen lainnya

2) Identifikasi Kebutuhan

g) Tujuan Pendampingarn: \

Kegiatan identifikas) kebutuhafly, (Pengkajian
Cepat di Lapangdn) dilakukan dan
didokumentasikan, sera Sesuai dengankebijakan
pihak yang ber (misalnya Kementenan

Kesehatan, Badan Obat dan Makanan

(BPOM), Gu CoviD-14),

Lan 1

@is dokumen  hasil  identifikasi
tuhan bahwa PBJ dalam

rangka
penanganan darurat telah memenuhi unsur-
unsur;
(@) Situasl terkini

(b) Prioritas penanganan
(c} Daftar barang yang dibutuhkan

(d) Daftar end user pengguna barang/jase
yang akan diadakan,

(2) Teliti bahwa \dentifikasl kebutuhan telah
memenuhi kelenluan yang berlaku darn

kebijakan pihak yang berwenang alas
penanganan COVID-18,
(3) Teliti bahwa satuan kerja telah melakukan

identifikasi kebutuhan/kalian tentang
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barang/jasa yang akan diadakan dalgm
covip o pap S Percepatan pananganan

19, baik  jumiah maupun spesifikasi
barang yang diperlukan yang dituangkan
dalam suatu dokumen terulis

14) Yakinkan bahwa kebuluhan barang dan jasa
dalam rangka penangan COVID-19 (elah
ditetapkan oleh PA atau KPA

(5) Apakah proses identifikasi kebutuhan atas
barang/jasa 1sb lelah melibatkan, user
(rumah sakit/Pusal Krisis/séilker pelayanan
lain). "

(6) Pastikan bahwa Jalat  kesehatan/alat
kedokteran/obat yang“disediakan penyedia
telah memilikigdomer registrasi atau sedang
dalam prose§ pemanjangan.

(7) Yakinkan' bahwa_alokasi anggaran untuk
pengadaan barang/jasa dalam mendukung
pert@patan, penanganan COVID-19 telah
tersedla

(B) 'Cek _kelengkapan dokumen pendukung
[delifikasi kebutuhan antara lain notula
rapat, sural pemmohonan (jika ada),
dokumentasi foto dan video, serta dokumen
lain yang dapal dijadikan FIEI'lﬂLIJ(I.lI"‘I.Q

b} Tujuan Pendampingan:

Kegiatan identifikasi kebutuhan dilakukan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dapat
dibantu staf PPK {(atau pejabat/tenaga ahli yang
ditunjuk) dan melibatkan pengguna barang.
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| angkah-lantgkah

(1) Teliti bahwa dokumen identifikasi kebut uban
distisun oleh pejabal/pegawal yang ditunjuk
sebagai PPK.

(2) Teliti bahwa stal PPK/tim ahl yang ditunjuk
untuk membanty  PPK telah ditetapkan
dalam dokumen penunjukkan atau dokumen
lain yang dianggap sebagai dokumen
penunjukkan.

(3) Teliti bahwa proses identifikasi kebutuhan
telah dilaksanakan bersama pengguna
barang melalul”“kegiatay rapat dan
sejermnsnya, dibukiikan dengan notula dan
dahar hadirfapal pembahasan.

¢) Tujuan Pendampingan;

(1) ¢ Dokumen hasil identifikasi kebutuhan telah
disusun oleh PPK dan disetujui oleh KPA,
mielipti:

{a) Jenis pekeraan,

(b) Lingkup pekerjaan.

(c) Spesifikasi teknis,

(d}) Jumlah/volume dengan memperhatikan
rentang wakiu keadaan darurat,

(e} Perkiraan waklu penyelesaian
pekeraan

(2) Kegiatan identifikasi kebutuhan dilakukan
berdasarkan hasil pengkajian cepat d
lapangan dan didokumentasikan
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Langkah-langkah;

(1) Teliti bahwa dokumentasi hasil (denhfikasi
kebutuhan telah dimintakan persetujuan
kepada KPA dan disetujui oleh KPA.

(2) Teliti bahwa hasil identifikasi kebutuhan
yang telah disusun oleh PPK memuat
informasi sebagai berikut:

(@) Jenis pekenaan.

(b) Lingkup Pekerjaan.

(c) Spesifikasi teknis. :

(d) Jumlak/volume dengan Wemperhatikan
rentang waklu kgsBaan daturat; dan

(8) Perkiraan ﬁgﬁhm" penyelesaian
pekerjaang

(3) Cek apakahgkegidtanddentifikas kebutuhan
telah dilakukan dekumentasi, antara |ain
dibuktikin \gengan foto/video kegiatan,
notulgdan, gaﬁar hadir rapat, dan dokumen
lvﬁnnja yang berfungsi sebagal dokumentasi

d) Tujuan Réndampingan:
" Taﬂtap‘at analisis sumber daya yang dibutuhkan
Lml'.uic menyediakan/ memproduksi barang/ jasa
fang dibutuhkan dan telah didasarkan pada

kondisi fisik sebenarnya.

Langkah-langkah:

Teliti bahwa telah dilakukan analisis sumber daya
dibuktikan dengan dokumen analisis sumber
daya yang paling sedikit berisi informasi tentang:
(1) Sumber daya yang dibutuhkan urituk
menyediakan/ memproduksi barang/ jasa

(2) Kondisi fisik di lapangan
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(3) Tata cara pelaksanaan pengacdaan
g]  Tuuan Pendam pingan

Jenis dan spesifikasi barng yang dibutubcar

untuk keadaan darural lelah  dinnt ol
memenuhi standar barang yang diletapkan ool
requlasi

Langkah-langkah:

Analisis dokumen spesifikasi teknis yang disusun

dengan memperhatikan: -

(1) Jenis barang yangsdiddakan sudah sesual
denganidentifikasikeb@uhan,

(2) Jenis barangfjang’dlﬁﬂa‘ﬁ'ﬁn telah memenuhi
standar tmranq sebagaimana ditetapkan
oleh rﬁnu!aai ng‘ng diterbitkan oleh pibak
yang Berwepang.

Jernis Bukt/Ketgrangar Tahapan ldentifikasi Kebutuhan:

a. Laporan \HasilVflentifikasi kebutuhan/Kajian Cepat situas/
penyelamatan  evakuasi/pemenuhan kebutuhan dasar
pﬂuﬁtasq:en anganan/list barangyang ditetapkan.

b, Notulatapat

lc. Eum? permintaan kebutuhan dan pengguna barang

o Fota/video kegiatan

&. Dokumen lainnya.

2. Kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Penyusunan
RancanganSPPBJ/SPMK/ Surat Pesanan,

a. HRisiko PBJ pada Tahapan Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa dan Penyusunan Rancangan
SPPBJ/SPMK/Surat Pesanan adalah:
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1) ﬁuaiiﬂkaﬁu calon penyedia yang tidak sesua gengar
lingkup pekenaan

2) Tidak ada penyedia setempal yang mampu uniuk
melaksanakan pengadaan

3) Keterbatasan informasi penyedia yang mampu
melaksanakan pengadaan

4) Kriteria penilaian penyedia tidak memadai uUntuk
menggambarkan kemampuan calon penyed a,

5) SPPBJSPMK/Surat Pesanan disusun N
dengan ketentuan dan tidak bensi | yang
lengkap dan/atau lidak |elas se
menimbulkan dispute

atan Pemilihan
unan Rancangan

b. Pelaksanaan Fengawasan
Penyedia Barang dan Jas
SPPBJ/SPMK/Surat Pasan

en

1) Pemilihan Penyed g/Jasa

bahwa Calon Penyedia
n Penyedia yang menyediakan barang/
sejenis di Instansi Pemerntah dan/atau
on Penyedia merupakan Penyedia dalam e-
lalog.

PPK/KPA telah melakukan penilaian atas
Penyedia vyang dianggap mampu  untuk
melakukan pekerfjaan penanganan keadaan
darurat dan menunjuk Penyedia yang dianggap
mampu tersebut berdasarkan hasil penilaian.
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Langkah-Langkah:

a) Teliti bahwa PPK telah mendapatkan dokumern
sebagai berikutuntuk melakukan pemiihan calon
penyedia, antara lain:

(1) Kontrak Sejenis di Instansi Pemenntan,

(2) Bukti terdaftar dalam e-catalogue yang
disampaikan oleh calon penyedia.

b) Cek apakah PPK telah melakukan penilaian
terhadap kemampuan penyedia, yang dianggap
mampu, antara lain:

(1) Hasil analisis PPK terhadap kontrak sejenis
yang pernah dikarj akan oleh calon
penyedia;

(2) PPK telahs/mepetapkan kriteria lain yang
menggambarkan kemampuan penyedia dan
kriteria tersebut dapat dipenuhi oleh calon
penyedia;

¢} Telitibahwa penetapan calon penyedia oleh PPK
berdasarkan hasil analisis yang telah dibuatl pada
hurul adan hurut b,

d) '\ Wakintkan bahwa penyedia yang ditunjuk oleh
\PPK memiliki kemampuan uniuk melaksanakan
pengadaan barang/asa yang antara lain
ditunjukan  dengan pemah  menyediakan
barang/jasa sejenis di insltansi  pemenntah
sebagai penyedia dalam katalog elektronik atau
bukti lainnya.

e) Yakinkan bahwa HPS yang telah ditetapkan oleh
PPK telah dilengkapi/didukung dengan heras
kerja perhitungan HPS yang sumber dalanya
dapat dipertanggungjawabkan,

f) Pastikan bahwa Penyedia yang dtunuk
telahmenyampaikan  bukli  kewajaran  bargd
barang.

K .
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Joenis Bukty Keterangan:

M Kontiak sejenis yang pemah dilaksanakan
b)  Keterangan dalam ecatalogue/ buktl cuplikan

layar sebagai penyedia di ecatalogue.

¢) HKeras keha penilaian PPK yang terdin dari
pemenuhan kritena kriteria penyedia yang
dianggap mampu

) Konsep surat penunjukan penyedia ba jasa

e) Dokumen lainnya. %

2) Rancangan SPPBJVSPMK/Surat Pes

a)  Tujuan Pendampingar)

ural Pesanan telah
ada ahll hukum kontrak

Rancangan SPP

dimintakan

(jika diperiuk
a :

a konsep SPPBJ Surat Pesanan telah

enuhi aspek hukum perkatan/kontrak

@ gan meminta pendapat kepada ahli hukum

kontrak cleh PPK.

k Jenis Bukti/Kelerangan

(1) Rancangan SPPBJ/SPMK/Surat Pesanan
(2) Surat permohonan pendapat kepada ahli
hukum (jika ada).

by Tujuan Pendampingan:
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Penyebutan wakiu penyelesalan pekernaan dapal
hari kalender dicantumkan dengan legas (har
kalenderhan atau han karja).

Langkah-Langkah:

Telili bahwa dalam rancangan SPPBJ/Sural
Pesanan yang lelah disusun oleh PPK, secara

legas mengatur  terkail lama waklu
penyelesaianpek eraan dengan menggunakan
perhitungan hari kalender atau han kerja.

Jenis Bukli/Keterangan:
Hari yang dimaksud dapat han kalender atau han

kerja
¢c) Tujuan Pendampingan;

Lokasi penferikgaans dan serah  terima
hasilpekendaan dicantumkan dengan jelas.

Lan§kah-langhkah:

Telti bahwa dalam rancangan SPPBJ /
SurafPesanan yang telah disusun oleh PPK
telahsecara tegas mengatur lerkail lokasi
pemeriksaanpekenaan dan serah teima hasil

pekerjaan

Jenis Bukli/Keterangan:
Lokas| dapat di satu tempat atau banyak tempat

d) Tujuan Pendampingan:

Cara pembayaran prestasi pekerjaan disebutkan
prestasi dapat bulanan/dengan jelas.

Langkah-langkah:
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Teliti bahwa dalam rancangan SPPBJ

SuratPesanan yang telah disusun oleh PRK
secaraléegas mengalur lekal  1zta
pembayaranprestasi pekeraan pada
penyedia

cara
calon

Jenis Bukti/Keterangan:

Cara pembayaran prestasi pekerjaan dapal
bulanan/temin/ sekaligus

g) Tujuan Pendampingan: Q~

Diberikan/ tidaknya muka
dicantumkandangan e

Langkah-langkah:

Teliti bahwa dalam ngan SPPBJ/Surat
Pesanan disusun oleh PPK,
secaralegas bahwa untuk pekeraan

akan akan diberikan uang
tidak, dengan tetap meperhatikan
rkait pemberikan uang muka.
tifKeterangan:
atuman klausul terkait uang muka sudah
menyatakan diberikan uang muka atau

tickak

) Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dan Penyusunan
Kontrak.

a) FRislko PBJ pada Tahapan Kegiatan Pelaksanaan
Pengadaan dan Penyusunan Kontrak, adalah:
(1) PPK tidak menerma keterangan harga
barang dan buktl kewajaran harga:
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(2) Kontrak tidak disusun berdasarkan Benla.
Acara Pemernksaan Bersama (BAPB) an
Berta Acara Serah Terima (BAST].

(3) Terdapat kelemahan prosedur pengendalian
kualitas dan kuantitas hasil pekenaan;

(4) Penyedia melakukan wanprestasi;

b) Pelaksanaan Pengawasan pada Kegialan
Pelaksanaan Pengadaan dan Penyusunan
Kontrak:

(1) Tujuan Pendampingan:

PPK menerima pahawarmn harga tertulls dan
Penyedia dandisertal bukti kewajaran harga

Langkah-angkah:

(a) Telti\pahwa PPK telah mendapatkan
penawaran harga dar calon penyedia,
gangan nncian :

* Sural penawaran harga;

* Bukli’keterangan kewajaran harga
sepertisurat  penawaran  dar
vendor, cuplikan layer harga-harga
barang/jasa yang akandiadakan,
harga pada kontrak sejanis,
nargayang ditetapkan pemerintah,
dsb.

* Bila perlu dapat dikuatkan dengan
diberikan  pernyataan  bahwa
"penawaran harga adalah wajar
dan Penyedia sanggup untuk
menanggung konsekuensi bila di

oAl
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kamudian e ditarm ukarn
katidakwajaran harega”

Analisis  harga  satuan jika
tipezriukan

Catabin
Sural Edaran (SE) Kepala LKPP N
omor 3 Tahun2020 tertang Penjelasan
alas Pelaksanaan PBJdalam rangka
Penanganan COVID=IE
Penyedia membenk: @
harga barang.

(h) Teliti bahwa lah/volume dengan
wakliu keadaan

arkiraan waklu

penyelésa rjear,
Jenis lif€elerangan:
a

waran harga dan Penyedia

kti kewajaran harga dan penyedia,
seperll sural penawaran, cuplikan layar
harga harga pada saal inl, kontrak

sebelumnya (bila ada], harga yang

@ ditetapkan pemerintah (blla ada), price
list vendaor.

(c) Bisa juga diberkan pemyataan dengan
substansi bahwa “penawaran hargaa
dalah wajar dan Penyedia sanggup
untuk menanggung konsekuensi bila
dikemudian hari diternukan
ketidakwajaran harga".

(d) Sebagal penguatan, klausul ini juga
dapat dilambahkan pada SPPBJ/SP/

Kontrak.

i Al Porgd it Bt Do Jows s D F g b Porcejaat an Punangaran COVID. 19 -50-



(@) Unluk memlasiitasi skema cost plus
lee, bukli yang dapal digunakan adalah
kwitansipurc hase arder untuk
representation cosl,dan kesepakatar
tertulls terkait besaran fee anlara para
pihak. Nilai fee dapat mengacu kepada
release Bank Indonesia terkal suku
bunga, alaupun tingkal keuntungan dan
overhead yang diperkenankan,

(2) Tujuan Pendampingan:

Para Pihak penapdatangan kontrak memiliki
perusahaan/ surat.kewenangan yang sah.

Langkahdanaiah:

Telfti, bahwa nama pihak penyedia yang

akan, menandatangani  kontrak  pada

rangangan kontrak adalah orang yang
ditunjuk sebagal wakil sah penyedia
dibuktikan dengan:

(a) Orang yang ditunjuk sebagai direktur
dalam akta notans  pendiran
perusahaan dan addendumnya;

(b) Orang yang ditunjuk berdasarkan sural
kuasa dar direktur dan namanya

tercantum dalam akta pendirian dan
addendumnya

Jenis Bukti/Keterangan:

Akta notars pendiran perusahaan/ sural
kuasa.
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|31 Tujuan Pendampingan:

Orang'badan usaha yang malaksanakar
SPPBJ'SPMK/Sural pekerjaan pada kontrak
sesuai dengan yang Pesanan lercanium
dalam SPPBJ / SPMK/ Sural Pesanan.

Langkah-langkah: \

il Teliti bahwa nama yang

melaksanakan pex n pada
| dengan nama
oleh PPK untuk

konsep SPPBJ/Surat
telah memenuhi aspek hukum
n Kontrak dengan meminta
dapat kepada ahli hukum Kkontrak
eh PPK.

Telti bashwa dalam  rancangan

{
@ SPPBJSurat Pesanan yang telah
disusun oleh PPK. secara (egas
| mengatur  terkait lama waktu

1]

penyelesaian  pekerjaan  dengan
menggunakan perhitungan  hari
kalender atau han kerja.

(@) Teliti bahwa dalam rancangan SPPBJ/
Surat Pesanan yang lelah disusun oleh
PPK telah secara legas mengatur
terkait lokasi pemeriksaan pekerjaan
dan serah tenma haslil pekanaan,

(@} Teliti bahwa dalam rancangan SPPBJ/
Surat Pesanan yang telah disusun oleh
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PPK secara legas mengatur lerkail 1ayy
cara pembayaran prestas) pekenaan
pada calon penyedia.

() Telitibhahwa dalamrancangan SPPBY

Surat Pesanan yang telah disusun aoleh
PPK, secara legas menyatakan bahwa

urtuk pekeraan yang akan
dilaksanakan akan dibenkan uang muka
atau tidak, dengan tetap
mempermatikan  keteniuan  lerkai
pemberiaan uang muka.

Jenis Bukti/Keterapgan:
a) Rancangan Kontfak
b) SPPBUSPMK/Surd! Pesanan,

() Tujuap Pendampingan:

Sanks|\(finansial/ daftar hitam) dicantumkan
ganti rugl, denda dengan jelas (jika
dikghandaki)

Langkah-langkah;

Cek rancangan kontrak apakah ada klausul
lerkait pengenaan sanksl dan jenis

pelanggaran apa saja yang dapat dikenakan
sanksi

Jenis Bukti/Keterangan:

Sanksi finansial berupa gantl rugl, denda
keterambatan, dan percairan
jaminan,tercantum pada klausul kontrak

(5) Tujuan Pendampingan:
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Penguatan klausul "Tidak ada ganti rug
akibal keterlambatan pembayaran oleh
PPK."

Langkah-langkah:

Cek rancangan kontrak, apakah terdapat
klausul yang menyatakan bahwa Penyedia
lidak dapat menuntut ganti, rugi akibat
adanya keterlambatan pembayaran prestasi
oleh PPK dalam hal tefadi/tedambatnya
proses  revisi  anggarand  penyediaan
anggaran >

Jenis Eukm‘l':m‘iaraﬁgan'
Pencantumén Kidusul pada kontrak

4) Kegiatan Perhﬂ’lh}_éih Bersama dan Serah Terma
Hasil Pekerjdan/Distribusi.

a) Rislko’PBJ pada Tahapan Kegiatan Perhitungan
Bersama  dan Serah Terima Hasil
Pekerjaan/Distribusi, adalah:

(1) Pemeriksaan dan perhitungan bersama tidak
dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian
alau pengetahuan yang dapat memastikan
kesesuaian mutu dan volume pada kontrak;

(2) Serah terima tidak dilakukan tepat waktu;

(3) Barang dan jasa yang diadakan tidak sampai
kepada end user.

b) Pelaksanaan Pengawasan pada Kegiatan
Perhitungan Bersama dan Serah Terima Hasil
Pekerjaan/Distrbusi,
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(1) Tujuan Pendam pingan:

Pemertiksaan dan perhilungan bersama
barang/jasa yang akan diserah tenmakan
dilakukan oleh Pejabat/Pegawa yang
ditunjukdan jika diperukan dapat didamping
orang yang memiliki keahlian atau
pengetahuan yang dapat  memastikan
kesesuaian mulu & volume. Dengan kontrak

Langkah-langkah:

(@) Teliti bahwa,péma para pihak yang
akan ménandatangani BAST dan BAPP
adal@h \drang” yang ditunjuk untuk
mengrnma has|| pekerjaan,

(b) \Teli bahwa seluruh daftar pekerjaan
yang dilakukan telah lercantum dalam
BASTdan BAPP

(c)p Teliti bahwa tenaga ahli yang
ditugaskan untuk mendampingi
pemenksaan pekenaan telah ditunjuk
melalul sural penunjukkan tenaga ahh.

Jenis Bukti/'Keterangan:
(a] Dokumen benta acara pemenksaan
yang ditandatangani
(b} Foto/ wdeo kegiatan
{2) Tujuan Pendampingan:

Barang/|jasa diserahkan dengan lepal wakiu
sesual kontrak kepada PPK.

Langkah-langkah:
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(@) Teltl bahwa jumlah pembayarman
yangdiajukan sudah sesual dengan
kontrak, BAST, dan BAPP, dan lelah
memperhitungkan denda (apabila ada).

(0} Dalam hal pembayaran dilakukan
sepbelum barang/asa dilenma, telil
bahwa pembayaran dan dokumen

pendukungnya telah sesual dengan
ketentuan. \

Jenis Bukti/Keterangan:

{a} Dokumen BAS
(b) Surat Pe FPembayaran
(c) BAST

(d) BAPP
(&) Jamj an (bila ada)
(f) pendukung pembayaran
ketentuan
Untuk kelengka ksanaan langkah kerja tersebut, auditor
dapat menggunak omfat/checklist sebagaimana terdapat pada
Cantoh 1 (P, lakang Pedoman).

is@mpaikan dalam bentuk surat yang ditujukan kepaga
Satuan Kerja dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan
dan Eselon | terkail. Format laporan dapat dilihat pada Contoh 2
(Pada bagian Belakang Pedoman).

Tindak Lanjut

Hasil analisis dan rekomendasl hasil pendampingan ditindaklanjuti
secara berenjang sesual dengan tugas pokok dan fungsi serta
kewenanganan masing-masing unit kerja.
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BAB YV
PENUTUP

Pedoman Pendampingan ini digunakan sebagal acuan bagl Tim APIP
dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pengawasan
intem atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan
penanganan COVID-19. Dalam pedoman Ini memual langkah kerja
minimal bag Auditor yang dalam implementasinya dapat dikembangkan
sesual dengan kondisi lapangan yang dihadapi.

Penggunaan Pedoman ini memerlukan kesupngguhanidan ketelitian,
Untuk ftu diharapkan adanya monitoring _dén'-nangawasan secara
berjenjang mulai dari  Kelua Tim, gPengendall Teknis hingga
Penanggungjawab, sehingga kualitas pekesaan. dan hasil pengawasan
dapat diandalkan. Pelaksanaan | pendampingan inl diharapkan

memberikan saran perbalkan kebijakan kegiatan pengadaan barang dan
|asa dalam rangka percepatan penanganan COVID-18,

Inspektur Jenderal

Ce

drg. Murti Utdmi, MPH
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Contoh 1.

Checklist PendampinganPengadaan Barang Dan Jasa Dalam
Rangka Penanganan COVID-19

NO.

KEGATANPENDAMPINGAN
PENGADAAN BARANG [JASA

YA

TIDAK

KETERANGAN

PERENCANAAN

Penyusunan perencanaan tidak
mellbatkan pihak-pihak yang

berwenang

Proses identifikasi
kebutuhan/kajian  cepat  d
lapangan tidak
didokumentasikan dan tidak
sesual dengan kebijakan pifak
yang berwenang

i

Informasi pada mkmﬂan hasil
identifikasi  kebutuhan/kajian
cepal dilapangan,tidakilengkap

Analisis surl':nbar daya tidak
difakukan. berdasarkan kondisi

di lapangan

Jika Ya, Jelaskan .............

Spesifikasi barang/jasa yang
dibutuhkan untuk penanganan
kondis| darurat lidak sesual
dengan kebutuhan

yan Atas Pangadaan Barng Dan s Ostam Rang e Perospatan Prramgasn COVID-1a = 58 -




| ' | ]
KEGATAN PENDAMPINGAN TIDAK | KETERANGAN
PENGADAAN BARANG /JASA YA ‘ o

| 52 |

KEGIATAN PEMILIHAN |
PENYEDIA BARANG / JASA |

hualifikasi calon penyedia ‘

ioak sesual gengan hngkup ‘
Pekanaan \

Fa

Penyedia setempat tidak ada |
yang mampdu untuk ‘
melaksanakan pengagaan

Terdapat Keterpafasa ‘
informas; penyadia

mampu
pengadaan

|

| Kriten penyedia

tida al untuK

m an kemampuan
edia

(]

SPPBJ SPMK Surat Pesanan
disusun tidak sesual dengan

kelentuan dan tidak bernsi
informasi yang lengkap
danatau tidak |elas sehingga
berpotens| menimbulkan
dispute

I'__‘."“I!ilﬁﬂ!'i.l:.rﬁﬁuz._ﬁ:‘. Sargwes 5Tt - 59-



KEGQATAN PENDAMPINGAN
PENGADAAN BARANG /JASA

YA

TIDAK

l
KETERANGAN

KEGIATAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/

JASA DAN PENYUSUNAN
KONTRAK

PPK tidak menerima

keterangan harga barang dan
bukti kewajaran harga

Kontrak tidak disusun
berdasarkan Berta. Acama
Pemeriksaan Bersama (BAPB)
an Benta Acara Serah Terma
(BAST);

Terdapat kelemahan prosedur
pengendalian  kualtas dan
kuantitas hasil pekeraan

Penyedia melakukean, r

wan presiasi

KEGIAT AN PERHITUNGAN
BERSAMA DAN SERAH
TERIMA HASIL PEKERJAAN/
DISTRIBUSI

Pemeriksaan’ dan perhilungan
basama. tidak dilakukan oleh
orang yang memiliki keahlian
atau pengetahuan yang dapal
memastikan kesesualan mutu
dan volume pada kontrak

Serah terima tidak dil_akukan
tepat wakiu

Barang dan jasa yang diadakan
lidak sampal kepada end user

‘.

-
piddmgingan A1

.
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Contoh 2 : Format Laporan Hasil Pendampingan

KOP SURAT
Nomor
Lampiran
Hal - Laporan  Hasil Pendampingan  atas

Pengadaan Barang dan Jasa Pemenntah
Dalam Rangka Percepatan Penanganan
COVID-19 Pada Satuan Kerfja ... TA,. .
Provinsi ......._.....

Yih Kepala Satuan Kena
d

Bersama ini kami sampaikan Laperan Hasil Pendampingan
inspektorat Jenderal Kementergn KeseWatan Republik Indonesia atas
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Bemerintah Dalam Rangka Percepatan
Penanganan COVID-12 Pada™Salban Kena TA ... Provinsi

berdasarkan hasil pendampingan tersebul kami dapat
gisampaikan hal-hal sebagal bankut:

A. Umum
1.  DasarPendampingan

DasamfAukum kegiatan Pendampingan atas Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penanganan
GOVID-1%adalah:

a. Pemturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

b. Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2014 tentang
Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intem dan
Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern
dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2020 tentang HRefocussing, Realokasi Anggaran, sena

N Peguisn 8 xyy Dan fais Dnen Pangw Percooalan Pemogeran COVID-10 © bl-



Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan
PenangananCorona Virus Desease 2014 (COVID-19).

d. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Keja Kementesan
Kesehatan, Bab VIl Inspektorat Jenderal Bagian Pertama
s5.d.Bagian Sembilan Pasal 622 s.d. 665.

e, Sural Tugas Inspekiur Jenderal Kementerian Kesehatan Rl

NOMOr i ANEGEL i WUNTUK
melakukan. ...,

2. Tujuan Pendampingan

Tujuan pendampingan adalah: _

a. Meyakinkan bahwa pengadaan barafg oan |asa
merupakan sumber daya yang diperiikan dalam
penanganan COVID-18.

b. Meyakinkan bahwa pelaksangén pengaGaan barang/jasa
Dalam Rangka Mendukufig Mercepatan Penanganan
COVID-1Qelah dilaksanakan < sml dengan ketentuan
yang berlaku.

c. Memberikan rekomeéngasi atas permasalahan yang terjadi
dalam pelaksanaan pmgadaan barang dan jasa dalam
rangka pame;mtanganaﬁganan COoVID-18,

3. Sasaran dan ﬁjang.l.]nmup

Sasaran ‘dan mang lingkup pendampingan dapat diuraikan
sebaghi benkut:

a Sasamn Pendampingan

Pengadaan  ........ senilal  RAp..... (Nemor
kontrak.......... tanggal.........), Penyedia Barang dan Jasa
adalah .....cccoeisiinn dengan jangka wakiu penyelesaian
selama ..har (mulai tanggal.. sd. ....). Disesuaikan

dengan jumlah pengadaan yang menjadi sasaran
b. Ruang Lingkup Pendampingan
Ruang lingkup  pendampingan  atas Fengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepalan
Penanganan COVID-19 adalah kegiatan perencanaan dan

TR, “mnﬂﬂwhnhlﬁlﬂﬂﬂhﬁnﬁmpﬂm-&hE'EIHIU-'I'H -B62-
e e



identifikasi kebutuhan serta peENyUsSUNan dokumern

spesifikasi teknis/KAK kegiatan pemilihan penyedia barang
dan jasa dan penyusunan rancangar SPPBY SPME/Surat

Pesanan, kegiatan pelaksanaan pengadaan dan
penyusunan kontrak dan kegiatan perhitungan bersama
dan Serah Terima Hasil Pekerjaan/Distrbusi

Tanggung Jawab

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan COVID-19 termasuk kebenaran atas
data dan informasi yang diberikan oleh manajemerySatuan
Kerja pelaksana selama pelaksanaan pend@mpingar smenjadi
tanggung jawab manajemen/Satuan Kerna pelaksana. Tanggung
jawab auditor sebatas simpulan atas gata dan tpformasi sera
rekomendasi dan/atau saran yang dibenkan:

Bilamana terindikas! fraud, audifor akanmelakukan pendalaman
berupa audi. ' '

B. Hasil Pendampingan

1.

Kegiatan Perencanaan dan |dentifikas| Kebutuhan sera

Penyusunan Dekumen Spesifikasi Teknis/KAK.

a Permasa/ahan (Ungkapkan hal-hal yang tidak sesual
dengan ketertuén)

Emm R AR R S =

b. /Rekomendasi

fHeghtan. Pamilihan Penyedia Barang/Jasa dan Penyusunan
Rancangan SPPBJ/ SPMK/ Surat Pesanan.
‘a. Pemmasalahan {(Ungkapkan hal-hal yang lidak sesual

dengan ketentuan)

bh. Rekomendasi

.....................

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dan Penyusunan Kontrak.

a. Permasalahan (Ungkapkan hal-hal yang tidak sesual
dengan ketentuan)

---------------------

---------------------



4. Kegiatan Perhilungan Bersama dan Serah Terima Hasil

Pekeraan/Distribusi.
a. Pemmasalahan (Ungkapkan hal-hal yang tidak sesua
dengan ketentuan)

111111111111111111111

b. Rekomendasi

5. Hal - hal lain yang peru diperhatikan

............................

Demikian laporan hasil pendampingan ini kami sampai \

o

1. Menteri Keseha
o Eselon | terkait




KEVENTERIAN
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